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1 . Emerging violence conducted by certain members of National Police in thelr investigation frequently -

~ocourred -as the ceeseqeence the: 1nvesilga‘tors have 0t yet possessed saﬁ‘“ cient: cempei:ence

.-meSIering in emst;eg regulat[ons and laws. As the reeult in‘case’of Ea{:k of e\ndenee or witness,

e sometime: mveetigatoz‘s use. vnolence in mveshgatior] process fer reveaémg a case: 5
1 ;"rEfferts need i cenduct fo prevenz /. minimize and anticipate the wolenee in- mveeisgaﬂon process can

" be conducted -among them. by improving investigator’s Competence by mvo{wng members of

E:{esi/rim / mves‘zlga‘{ors in formal and non formal educations, ’{hey also. need models. and motivations

frem their leaders. R

. Latar Belakang

Melalui televisi dan berita- benta dl mecha massa
dapat kita saksikan bahwa masih ada petugas Polri
(Reserse) dalam menangani Kasus/ perkara, terlebih
lagi dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu
perkara, cenderung menunjukkan arogansi dan masih
mengnjotkan kekerasan. Hal tersebut perlu menjadi
perhatian khususnya bagt pimpinan Polri karena bila
tidak, masyarakat akan terus menyoroti Poiri sebagai
instanst vang melakukan pelanggaran HAM, Disamping
itu masyarakat akan enggan berpartisipasi apabila
diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus.

- Berdasarkan hasil penelitian Birolitbang Sde-
renbang Polri tentang minimalisasi Pelanggaran HAM
dalam tindakan tegas/ keras aparat Kepolisian
terhacap kasus/ perkara kerusuhan massa, diketahui
bahwa pola pembinaan ferhadap anggota Polri kadang
masih menggunakan pendekatan kekerasan. Hal itu
merupakan fakior yang ikut mendorong bagi timbutnya
tindak kekerasan yang dialakukan oleh anggota Polri.

Timbulnya kekerasan vang ditakukan anggota Polri
datam proses penyidikan sering terjadi, sebagai akibat
masih adanya penyidik yang belum mermiliki kemam-
puan yang memadai dalam penguasaan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yvang ada. Aki-
batnya, jika kurang bukii dan saksi yang mendukung,
maka penyidik terkadang menggunakan tindak keke-

c. Faktor-faktor yang mendorong penyidik

melakukan kekerasan -

‘Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka
pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagai-
mana proses penyidikan yang dilakukan oteh penyidik
Polri dalam rangka mengungkapkan suatu kasus per- |

kara, bentuk tindakan kekerasan serta faktor-fakior -

yang mempengaruhi. Kegiatan pengkajian untuk -

menjetaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ..

penvidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang
disinyalir mengaunakan/menungukkan perilaku
kekerasan.

Penelitian ini bersitat deskriptif analitis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode vang
digunakan adalah penelusuran perpustakaan {{ibrary
research}, yaitu mencari buku-buku dan bahan bacaan
lain vang relevan, termasuk arsip dan jurnal. Untuk
jtu kegiatan penelitian lebih banyak dilakukan di
perpustakaan. Hasil bacaan tersebut kemudian
ditelaah dengan cara melakukan analisa isi, kemudian
dikelompokkan dalam permasalahan yvang sejenis.
~~ Dengan metode penelitian seperti di atas, maka
sumber data dalam kajian ini adalah dokumen-
dokumen tertulis, data-data sekunder yang
dikeluarkan dari Satker terkait seperti : lrwasum Polit,
Kabareskrim Polri, Divisi Propam Polri maupun dari
Instansi samping vang terkait , dan buku-buku vang
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perkara.

. Permasalahan
Mengapa anggota penvidik Polri dalam melakukan
penyidikan cenderung melakukan tindak kekerasan?
Persoalan vang diungkap dalam pengkajian ini
meliputi :
a. Bagaimana teknik penyidikan tindak pidana
yang benar (scientific crime investigation).
b. Bentuk-bentuk tindak kekerasan yang
ditakukan.
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. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian-pengeriian

Penyidilk

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Rl No.8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa :
Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik indo-
nesia atau pejabat pegawai negeri sipil terteniu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan. Adapun penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara




serta mengumpulkan bukti’ y )
enemukan tersangkanya' SR

ri k’s_a' 'tan'da ;pengénal- d_ir-i : tersa_ngk’

: ahan dan penyltaan
" Melakukan pem@nksaan dan penyltaan surat

o .. R

“sepagai’ tersangka atau saksii

.'-;'--.".:Mendatangkan orang ahlivang dlperlukan da[

ek -'_--'.hubuﬂgannya dengan pemeriksaan perkara 5

i."“Mengadakan penghentian penyidikan. - :

jo Mengadakan tindakan lain yang dapat dapertang~
i .'gungjawabkan menurut hu%&um .

=l

nyal ‘wewenang sesuai dengan undang- -undang ‘yang
menjadi dasar hukum ‘masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pensawasan pejabat Polisi Negara Reublik Indonesia.
Adapun dalarn Pasal 7 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugasnya, penyldik menjunjung
tinggi hukum yang beﬂaku R

a@rsangka “dan Terdakwa

-Tersangka adalah seorang yang karena perbu-
atanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan
patui diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun
terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, di-
periksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dalam Pasat 50 ayat (1} KUHAP disebutkan tentang
hak-hak tersangka, yaitu:

Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh pe-
nyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pe-
nuntut hukum.

Tersangka berhak perkaranva segera dimaiukan

.kepastian hukum adanya perlakuan seweﬂang wenana
- * dan tidak: wajar Selain itu juga untuk mewwudkan_, Eoa
f:"'i-peradllan yang dziakukan dengan sederhana cepat dan’
e baaya ringan. . Ll
L Untuk memper51apkan pembelaan dalam pasai 51 g
s -KUHAP disebutkan bahwa tersangka: memiliki hak-_,- S
untuk diberitahukan dengan Jeias dalam bahasayang © |-
) "chmengertt O{ehnya tentang apa yang d;sangkakan_'}. N
kepadanya pada waktu pemerzksaan dimulai, Begatu]?i' '
':ﬂ:puta dengan terdakwa, ‘berhak untuk: dabentahukan de- i
: _..__'ngan 3e[as dalam bahasa yang dlmengerti ten Lang vang -
Rl _dzdakwakan kepadanya - - :
“Melakukan. penanokapan penahanan penﬁge%&}-.;j S
=l buatan yang disangkakan kepadanya ‘maka' orang ity .
e akan merasa terjamin kepentmgannya untuk menga-.
dakan. persiapan dalam usaha - pembe[aan Dengan .’
demikian akan mengetahm berat ringannya. sangkaan |
i ..'.terhadap dtrmya, dan.dapat. mempertimbanokan.
. pembelaan yang dibutuhkan, ‘misalnya periu.atau ti-
daknya mengusahakan bantuan hukum untuk pem
' 'betaan '
' Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang

b yana dzatur dalam undang undang 1m untuk mencan.':'

fi_é'M@ngamb:t s1d;k Jari: dan mememotret seorang R
“Memanggil orang untuk. d1dengaz dan d1per1ksa._

-Daiam Ayat (2) dlsebutkan bahwa peny1d1k mempu-

- Dengan diketahui serta dimencem teniang per

t1dak menyimpang dari yang sebenarnya, maka

tersangka ‘atau terdakwa harus dijauhkan-dari rasa
takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan .|

atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Da-

tam pemerlksaan pada tingkat penyidikan dan penga-

diian, tersangkaatau terdakwa berhak memberikan
keterangan secara bebas kepada penyzdlk atay hakim

12, Kode Etik Profesa Polri -

Kepercayaan masyarakat terhadap sosok Polrl
sampai saat ini dirasakan masih rendah, bahkan rasa
takut masyarakat pada sosok anggota Polri masih ada.
Hal ini sebagai akibat masih melekatnya paradigma
Polri pada masa lampau yang cenderung menonjolkan
kekerasan dan kekuasaan, daripada tindakan kepoli-
sian yang berlandaskan aturan hukurmn dan menghargai
Hak Asasi Manusia. Memahami hal tersebut, '

Polri berusaha keras untuk memperbaiki diri
dengan mengambil langkah-langkah reformasi menuju
Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri
dengan instrumental dan kultural, Pada reformasi di
tataran kuttural, Poiri telah melakukan pembenahan
manajemen sumber daya manusia, khususnya pada as-
nek sikap dan perilaku anggota Polri, batk di lingkungan

ke pengadilan oleh penuntut hukum.

Tersangka berhak untuk diberitahukan dalam ba-
hasa yang dimengerti, tentang vang disangkakan
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa
dalam pasal ini adalah uniuk menjauhkan kemungkinan
terkatung-katungnya nasib seseorang vang disangka
melakukan tindak pidana, terutama mereka yang di-
kenakan penahanan, jangan sampai lama tidak men-
dapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya

keria maupun di lingkungan sosial lainnya. Hal itu
antara lain diwujudkan dalam bentuk peyusunan kode
etik Polri, dan upava internalisasi dan penegakan kode
etik Polri,

Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau
aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik
atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang,
atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Etika
profesi Polri in merupakan kristalisasi nilai-nilai Tri-
brata yvang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta




-:_'5mencermmkan JaU diri set1ap anggota Polri. dalam :

““wujud komitmen moral yang meliputi. etika kepr1ba~

-dian,’ kenegaraan kelembagaan dan hubungan ciengan_.

_masyarakat

- Profesi Kepohsaan adaLah p! ofesa yang berkaitan

: dengan tugas Kepohsaan di bldang operasional maupun

“di:bidang: pembinaan sebagaimana dimaksud dalam.

' -'_Undang undang Nomeor 2 Tahun 2002 tentang Kepohsaan

o Negara Republik- Indonesia. Dalam etika- %{epnbadlaﬂ -
: -_-setlap anggota poin memmm kewa}:ban SR

Bt .Esa ARG
b. ._-'Men;un;ung tmgga sumpah sebagan angcota Po[n
. ~dari dalam hatr nuraninya kepada iuhan Yang Maha
Esa.
C... Metaksaﬂakan tugas kenegaraan dan kemasya-
:-rakatan dengan niat murni, karena kehendak
.. Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amat
. ibadahnya.

Dalam Etika Kelembagaan, setiap anggota Polri
wajib :

a. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.

b. - Menjalan tugasnya sesuai dengan visi dan misi
lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan

- serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.

- €. Memperlakukan sesama anggota sebagaj subyek
vang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan
akan hak dan kewajiban yang sama.

d. Mengembangkan semangat kebersamaan serta
saling mendorong untuk meningkatkan kinerja
pelayanan pada kepentingan umum.

e. Meningkatkan kemampuan demi profesionatisme
Kepolisian,

Dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/ 169
tanggal 17 Desember 1979 juga diatur tentang Kode
Etik bagi aparat penegak hukum. Dalam Pasal 1 dalam
kode etik tersebut dinyatakan bahwa. aparat penegak
hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang
ditetapkan oleh hukum, dengan melayani masyarakat
dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tin-
dakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab
yang dituntut oleh profesi mereka. istitah “para pene-
gak hukum” di sini adalah semua pejabat hukum, baik

| .Beraman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha -

.'mereka SRR R -

Ketentuan tentang pen gunaan kekerasan tersebut- '

menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh para- S
-pejabat penegak. hukum haruslah merupakan per-. .-
‘kecualian. Halitu mengandung arti bahwa para pejabat. -
penegak hukum dapat diberi wewenang untuk m@-'_"-"

nggunakan :kekerasan apabila diperlukan -menurut

keadaan untuk mencegah kejahatan, atau. datam_.

melaksanakan atau membantu- penangkapan yan yang

- -sah terhadap. pelaku kejahatan atau yang dicurigai
- sebagai pelaku keJahatan kekerasan d1 1uar 1tu t]dak =
-boleh dilakukan.- L

Hukum nasuonal cenderunﬁ membatasa penggu-r*
naan: kekerasaan oleh para pejabat penegak hukum
sesuai dengan asas perimbangan. Karena itu datam
menafsirkan ketentuan tersebut asas perimbangan

. hasional harus dihormati. Dalam hal apapun ketentuan

ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian we-
wenang digunakannya kekerasan yang tidak berimbang
dengan tujuan sah yang hendak dicapai. Karena jtu
penggunaan senjata api dianggap suatu tindakan
ekstrim, dan setiap usaha harus dilakukan meniadakan
penggunaan senjata api, khususnya terhadap anak-
anak. Pada umurmnya, senjata api tidak boleh digu-
nakan kecuali apabila seorang yang dicurigai sebagai
pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata
api atau membahayakan jiwa orang lain. Karena itu
dalam setiap keadaan dimana senjata api ditetuskan,
taporan harus disampaikan dengan segera kepada
pejabat vang berwenang.

3. Teori Motivasi dan komunikasi

Menurut Arni Muhammad dalam bukunya “Ko-
munikasi organisasi”, iklim komunikasi dan organisasi
merupakan hal yang pertu mendapatkan perhatian dari
seorang pimpinan organisasi, karena fakior tersebug
banyak mempengaruhi perilaku personel. Adapun Litwin
dan Stringers (1968) menyebutkan beberapa dimensi
dari suatu iklim organisasi sebagat berikut :

Rasa tanggung jawab

Standar atas harapan tentang kualitas pekeriaan
Ganjaran atau reward

Rasa persaudaraan

Semangat tim

SRR o

vang ditunjuk atau dipilih, termasuk yang melaksa-
nakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan
untuk menangkap dan menahan.

Dalam Pasal 2 kode etik tersebut juga dinyatakan
bahwa dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat
penegak hukum harus menghormati dan melindungi
martabat manusia dan mempertahankan serta menjun-
jung tinggi hak asasi semua orang. Adapun Pasal 3
menyebutkan bahwa para pejabat penegak hukum
dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat
pertu dan sebatas dibutuhkan untuk pelasanaan tugas

Redding (Goldhanger, 1986) mengemukakan lima

.demensi penting dari iklim komunikasi, yaitu :

a. Supportiveness atau bawahan mengamati bahwa
hubungan komunikasi mereka dengan atasan
membantu mereka membangun menjaga perasaan
diri berharga dan penting.

b. Partisipasi membuat keputusan

C. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyim-
pan rahasia

d. Keterbukaan dan keterusterangan




: da tiga masalah dasar.yang = m

o E merupakan kesuhtan terhada motwaSI :jperllaku'.';-_ _
= e : """'..lakunya (da{am mempelajaﬁ .tmgka

*pada umumnya, p_erlu dzketahw apa yan_'

___Unsu; ke‘teladanan yang'sémakin Eangka, sehingga

i mereka mengalama Kkrisis idola. yang: beraklbat N

"'-_semakm baﬂyak kelakuan yang: menylmpang

- karena tetadan yang mereka hhat bukan teladan-'_

. - ‘positif.-

e Unsur. pengawa.san yang t1d'ak 'dlletakkan/-;_z.-

-'-:.:.diiaksanakan secara: intens dan’ _profesional,

- f-’khususnya yang ber[mgkup pengawasan melekat

i ‘Doktrin yang selama ini dipakai'oleh Polri adalah

o -doktrin militer. Haliini tentu saja mempengaruhi- :

"_-".-'51kap dan perliaku anggota -Polri. :Dengan
. kembatinya doktrin Polri kepada doktrin vang
- menjadi }aia dirinya yaitu “Jata tentrem kerta
-raharja “ diharapkan dapat merubah sikap.dan
- perilaku sehingga menjadi pelindung dan sahabat
- masyarakat. Untuk itu sosialisasi terhadap dokerin
~Polri perlu dilakukan sehingga pemahaman
< -terhadap doktrin tersebut semakin mendatam
- ~dalam diri .anggota ‘Polri. Dengan demikian
- 'profesinalisme Polri dapat ditingkatkan.

4. Motzf dan Sikap -

-Motif dap sikap (att:tude) merupakan pengertian
-pengertian yang wama dalam uraian kegiatan dan
tingkah iaku manusia, batk secara umum maupun se-
cara khusus datam interaksi sosial. Sementara itu, pe-
ngertian stkap merupakan pengertian yang mempunyai
peranan besar dalam ilmu jiwa sosial vang khusus
menguraikan tingkah laku manusia dalam situasi sosial
itu. Bahkan, pernah diucapkan oleh para ahli itmu sosiat
bahwa “sosialisasi manusia” atau menjadi mahluk
sosialnya terutama terdiri atas pembentukan sikap-
sikap sosial pada dirinya. Oleh karena ada hubungan
antara sikap dan motif manusia, maka sebaiknva

“hasrat, dan tenaﬂa penogerak'iamnya yang berasal da i
“dalam.dirinya untuk melakukan sesuatu. Motif-motif .-
'ltu memberikan tujuan ‘dan’ arah pada tingkah laku
manusia. Kegiatan kegmtan vang biasa dilakukan
- sehari-hari. sjuga mempunyat.: ‘motifnya. tersend1r1
: Sebagal contch ‘menyetel weker: {iam) pagi-pagi de~§

*’ngan motif untuk melakukan sesuatu perkerjaan se- .

belum masuk kantor, Menyetei radio pada gelombang -
RRL pada; pukul tujuh ‘malam dengan ‘motif untuk
-mendengarkan warta berita RR1. Makan tiga kali sehari -

maksud itu t}dak se[aiu dasadarl oieh yang bersan
l‘_kutan ‘Motif-motif: ‘manusia dapat bekerja secara ;
dan dapat beke: Ja'-tanpa dzsada :

dan tidur setiap malam memiliki motif. untuk memenuhi

kebutuhan 'akari 'makan dan .perlu beristirahat. - -

b Frustasa dan agresa

Prasangka sosial dapat mengéimé memadx tanda~ '

kan .tmdak_an diskriminatif dan agresif _terhadap go-
longan yang diprasangkai. Orang akan mengalami
frustasi apabila maksud-maksud dan keinginan-keingi-
nan yang diperjuangkannya dengan intensif mengalami
hambatan atau kegagatan. Sebagai akibat dari frustasi
itu, timbul perasaan-perasaan jengkel atau perasaan-
perasaan agresif. Perasaan-perasaan agresif ini ka-
dang-kadang dapat disaturkan pada upaya yang positif,
tetapi seringkali perasaan tersebut meluap-luap dan
mencari jalan keluarnya, -dan dipuaskan melalui
tindakan-tindakan yang agresif.

Apabila seseorang secara pribadi mengatami
frustast vang ingin dipuaskannya secara agresif, ia
mungkin menendang kursinya, atau memukut anjing-
nya, atau memperlihatkan kejengkelannya dengan cara
lain. Akan tetapi, apabila sekelompok orang mengatami
frustasi tertentiz yang menimbulkan agresif, maka de-
ngan sangat mudah perasaan-perasaan agresif tersebut
diarahkan pada kelompol lain vang dinrasangkainva.

diuraikan tebih dulu beberapa hal mengenai motif
manusia,

a. Motif Manusia.

Motif merupakan suatu pengertian yang me-
lingkupi semua pengegerak, alasan, atau dorongan da-
lam diri manusia yang menyebabkannya berbuat se-
suatu. Semua tingkah laku manusia pada hakekainya
mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah
laku secara reflektif dan berlangsung secara otomatis,
dan mempunyai maksud-malksud tertentu walaupun

Secara psikhologis, teori ini disebut scape-goatism
ataul teori mencari kambing hitam.

Jelas Wiranva bahwa tindakan-tindakan agresif
semacam ini bukan lagi berdasarkan alasan-alasan
yang rasional, melainkan berdasarkan perasaan-
perasaan terteniu (agresivitas amarah, kejengkelan)
yang tidak dapat disalurkan secara wajar, tetapi meluap
keluar mencari kambing hitamnya dan menyerangnya.
Kambing hitam itu biasanya adatah kelompok yang
dikenai prasangka sosial seperti pelaku kriminalitas,
orang yang berurusan dengan polisi, pengadilan dan




5 P@rsonaf Skrlls Theory : Co
Personal skills seorang ka{yawan/ pegawa; da{am

_ 'perkembangannya tidak terlepas dari serangkalan”
i sistery kepﬂbadian pka dilihat dari aspek proceed-' -

ings Proceedmg menurut: keyakman MurrayJ mencer-
~-minkan tingkah'lakuyang tidak terlepas dari dimensi
“waktu. Proceding: dapat dagoiongkan apakah sﬁatnya

- |-vinternal (melamun, memecahkan masalah, menyusun
-~ rencana dalam kehemngan) atau ekstemal (benm@r N
“aksi dengan ‘orang-orang- atau ‘obyek- obyek dalam -

'tmgkungaﬂ) ‘Proceding. eksternal memiliki dua aspek,

yaitu: aspek pensa[aman subyektxf dan aspek tmgkah

[aku obyek’mf

© Satuan tmc’kah laku fungsmnal yang lebﬁ panjang
dasebut serial. Personal skiil terdm darl pendldakan
'pengalamaﬂ dan pengetahuan T L LA

v, Hasz[ Pengkaglan dan ?embahasan

Penyidikan sebagai salah satu kegiatan dalam
mengungkapkan suatu tindak pidana dilakukan oleh
penyidik maupun penyidik pembantu. Dalam kegiatan
tersebut digariskan adanya pedoman dan ketentuan-
ketentuan yang harus di indahkan/dipedomani oleh
setiap penyidik Polri. Banyak pedoman, ketentuan
peraturan perundang-undangan yang sudah dipahami
dan dikuasai oleh penyidik, bahkan kode etik profesi,
kode etik kelembagaan sudah disampaikan dan
diberikan kepada penyidik. Akan tetapi, masih saja
dijumpai adanya laporan tindak kekerasan dalam suatu
pemeriksaan perkara. Beberapa tulisan yang
menguraikan tentang tindak kekerasan yang ditakukan
seorang penyidik dalam pengungkapan suatu berkara
berhasil dikumpulkan, dan dari tulisan tersebut
disampaikan bahwa ditemukan adanya beberapa fakior
vang mempengaruhi kenapa terjadi tindak kekerasan
oleh penyidik.

1. Proses penvidikan tindak pidana (Scientific
criminal investication).

Proses penyidikan dimulai setelah diketahui bahwa
ada suatu peristiwa yvang diduga merupakan tindak
pidana. Dalam mekanisme proses peradilan pidana,
penyidik Polrt berada pada bagian terdepan, dengan
melakukan pemeriksaan pendabuluan, Tigas. penyidiz

: ~'Permulaan penyidikan diberitahukan kepada pe- |

ey nuntut umnum dengan surat pembemahuan damulamya o

y penyidlkan yang ditampiri laporan polisi; atauresume ..~ -
berita acara pemeriksaan tersangka atau berita acara .|
penangkapan atau i:;enta acara penahanan atau bern:a' e
:acafa pengge&edahan atau berita acara peny1taan

Penyehd;kaﬂ

Dasar hukum penyelidikan reserse adatah Pasa[_:._. R
"5 9 75 102,103,104, 105,111 KUHAP, Sedangkan yang i
;-berwenang meiakukan penyehmkan reserse -adalah |
setiap pejabat Polisi: Negara republik’ lndonesaa yang-f'.':. B
"..'_rkhusus ditugaskan untuk itu. ‘Jelaskan!- S
‘Pertimbangan ‘dilakukan penyehd]kan reserse -’

adatah berbagai bentuk laporan yang diterima
reserse, adanya laporan polisi, adanya berita acara
pemeriksaan ¢ TKP, serta berita acara pemeriksaan
tersangka -dan atau-saksi-Penyelidikan ini dilakukan
oleh reserse untuk mencari keterangan guna menen-
tukan suatu peristiwa vang dilaporkan atau diadukan
merupakan tindak pidana atau bukan, Keterangan itu
diperlukan untuk melengkapi keterangan vang telah
diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan
penindakan, dan untuk persiapan pelaksanaan
penindakan. Sasaran penyelidikan dapat berupa orang,
barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-
tempat tertutup lainnya).

Penyelidikan reserse dilakukan dengan cara ter-
buka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-
keterangan yang diperlukan, dan dilakukan secara
tertutup apabila terdapat kesulitan dalam mendapat-
kannya. Hasil penyelidikan diturangkan dalam bentuk
laporan, dan harus benar-benar diolah sehingga me-
rupakan keterangan yang berguna untuk menentukan
benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana,
dan untuk memperoleh kejelasan dalam rangka
melengkapi keterangan guna kepentingan penindakan
dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam hal kasus-kasus yang memeriukan
pengolahan TRP (crime scene processing), tindakan
yang perlu dilakukan adalah :

1) Mencar] keterangan, petunjuk, bukti serta
identitas tersangka dan korban untuk kepentingan
penyidikan selaniutnya.

23 Bencarian, ppnonmhil:\n pana;smpuinﬁ dan DEs

kan dalam hal ini berhubungan dengan penangkapan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, peme-
riksaan saksi/fersangka dan permintaan keterangan
seorang ahli.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti
bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang
vang diduga melakukan suatu tindak pidana. Adapun
suatu perkara tindak pidana sampat ke tangan penyidik
Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: dilaporkan
oteh korban, dilaporkan oleh saksi {masyarakat), atau
diketahui oleh polisi sendiri,

ngawetan barang bukti dilakukan dengan metode

tertentu dan didukung hantuan teknis operasional

seperti Labkrim, ldentifikasi dan bidang-bidang
lainnya. Tindakan yang dilakukan dalam pengo-
lahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh

penyidik/penyidik sembaniu.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyidikan
antara lain: dalam melaksanakan penyelidikan secara
terbuka wajib menunjukkan tanda pengenal. Se-
dangkan dalam melaksanakan penyelidikan secara




- .. _nggeledahan dan penyitaan. - o
e Pemanggltan te;’sangka dan saks1 d1iakukan atas
1" ‘dasar surat panggilan yang dikeluarkan oleh komandan -

- i.-__-_tertutup, sedapat mungkm agar dlhzndarkan dan
'_tzndakaﬂ tmdakan yang dapat memmbulkan Luntutan .

'gantl keruﬁlan

b Pﬁmndakan

Pemndakan adaiah setﬁap tmdakan hukum yang'

d]iakukan terhadap orang maupun benda yang ada hu-
. -bungannya dengan tindak pidana yang ‘terjadi. "ﬁndakan

- hukum tersebut antara lain dapat. berupa,. pemanggilan. -
'.;'-_-tersangka dan’ saksz, penangkapan penahanan pe S

‘kesatuan atau pejabat yang d]tun;uk selaku penytchk/
penyidik pembanty. Dagar hukum pemangglian ter-

sangka dan saks] a.daiah Pasal 7 ayat(1)huruig dan h,

11, 1 12,113,1 16 ayat (4 ) E{UHAP Jelaskan!

__Dalam hal seseorang vang dipanggil tidak beracia
di tempat, surat panggilan tersebut dapat diserahkan
kepada keluarganya, ketua RT, ketua RW (ketua ling-
kungan), kepala desa, atau orang lain yang dapat dija-
min bahwa surat panggilan tersebut akan disampatkan
kepada yang bersangkutan.

Dalam hal seseorang menolak untuk menanda ta-
ngani surat panggilan, maka petugas berusaha mem-
berikan pengertian tentang arti pentingnya surat pang-
gilan tersebut.

Terhadap tersangka atau saksi yang tzciak meme-
nuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar, atau
menolak untuk menerima dan menandatangant surat
pangilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk
kedua kalinya dengan disertai surat perintah memba-
wa.,

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan
pemanggilan:

{a) Sebagai peringatan terhadap orang yang menolak
memenuhi panggilan, maka petugas yang me-
nyampaikan surat panggilan memberikan penje-
lasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan
adanya saksi pidana sebagaimana tercantum da-
lam pasal 216 KUHAP.

(b} Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil
untuk kedua kalinya tidak memeanuhi tanpa alasan
vang patut dan wajar atau tetap menotak untuk
menerima dan menandatangaini surat panggilan

__-'sah kecuah Jika dzlakukan oleh penylmkl penyxmk -
pemban’cu maka cukup dengan surat permtah penamg-_'
o kapan = o

S Seteiah dx[akukan penangkapaﬂ penyzdik mem -
[ 'buat b@nta aca; a penangkapan yang d1tandatangam
.oleh petugas danorang yang. dxtangkap ‘Adapun. hai
- hal yano harus d;perhamkan dalam penangkapan adala

_S:pemenksaan untuk: dapat menentukan aps

- KUHAP-hanya 1.x 24 jam.

-('b')._ -Terhaciap tersangka petanégaran taciak dapat d]ﬁ' :.
- “lakukan p@nanakapan kecuali J1ka teiah d]pancclg__
“secara sah dua Kali berturut-turut tzdak memen um;

panggilan ity tanpa alasan yang sah.

(c} segera setelah dil akukan penangkapan dlbenkan.
1 lembar tembusan surat’ periniah’ peﬂangkapan_

_kepada tersangka dan 1 1embar kepada keiuarga
nya.

d. Penahanan.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat
perintah penahanan adalah Komandan kesatuan atau
pejabat yang ditunjuk selaku penyidik pembantu atas
pelimpahan wewenang dari penyidik. Adapun dasar
hukum Penahanan adalah pasal 7ayat (1) huruf d KUHAP,
pasal 11 KUHAP, pasal 20 ayat (1) KUHAP, pasal 21
KUHAP, pasal 22 KUHAP, pasal 23 KUHAP, pasal 24
KUHAP, pasal 29 KUHAP, pasal 30 KUHP, pasat 31 KUHAR,
pasal 75 KUHAP, pasal 123 KUHAPR.

Pertimbangan penahanan dan pembuatan surat
perintah penahanan:

(a) Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang

diduga keras berdasarkan bukti yang cukup mela-
kukan atau percobaan melakukan atau membe-
rikan bantuan dalam tindak pidana.
Penahanan juga dapat dilakukan apabila dikha-
watirkan tersangka akan meiarikan diri, akan me-
rusak atau menghilangkan barang bukti dan akan
mengutangi tindak pidana.

{(pYPenahanan hanya dapat diterapkan hal jika
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan

( ) Seteiah penangkapan dliakukaﬂ seﬁera dladakan;"

._perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat -
jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh/ -

kedua berlaku surat perintah membawa.

c. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi Negara
Republik indonesia terhadap seseorang yang diduga
keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
permutaan yang cukup. Basar hukum penangkapan ada-
lah pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1)
huruf d, pasal 11, 16, 17, 18, 19, 75, 111 KUHAP.

Penangkapan dilengkapi dilakukan dengan surat
perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang

pidana pinjara 5 tahun atau iebih, yaitu tindak
pidana sebagaimana yang dimaksud dalarn pasal
282 ayat (3), 294, pasal 335 ayat (1), pasal 352
ayat (1}, pasal 353 ayat {1}, 372, 378, 379a, 453,
454, 455, 459, 480, dan 506 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, pasal 25,26 Rechten ordonantie(
pelanggaran-pelanggaran ordonasi Bea Cukai
terakhir diubah dengan dengan staatsblad 1931
Mo.471), pasal 1,2,4 Undang-undang Tindak Pidana
imigrasi (Undang-undang No.8 darurat tahun 1955
No.8), pasal 36 ayat (7), 41, 42, 43, 47, 48 Un-




dang undang No 9 tahun 1976 tentang narkotaka
~Jenis. penahanan dapat berupa Penahanan Rumah_

Tahanan Negara, ‘Penahanan Rumah dan Penahanan

Kota Jangka waktu penahanan 20 han ‘dan apabﬁa____ S
.dlperlukaﬂ untuk: kepentmgan penyldxkan dapat di-
'perpanjang 40 hari. oleh penuntut_umum atas.per: . -

‘mintaan penyldak vang bersanckutaﬂ Dalam waktu 1
~hari tersangka ditahan pemeriksaan harus dlmulaa dan

setelah dﬂakukan'penahanan harus d;buat ben rta acara B

e, Penggeiedahan o

Penggeledahan dan’ pembuatan surat permtah '

pengoeiedahan dl[akukan dengan perumbanoan adanva
laporan potisi, hasil pemeriksaan tersangka dan saksi,
serta laporan hasil penyehdikan yang dibuat oleh pe-
tugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu
Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah
penggeledahan adalah komandan kesatuan atau pejabat
yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.
Dasar hukum penggeledahan adalah pasal 5 ayat(1)
haruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 75, 125, 126 KUHAP.

Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat
tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan. Pengge-
ledahan rumah dilakukan dengan surat perintah peng-
geledahan setelah mendapat surat ijin ketua penga-
dilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang
sangat perlu dan mendesak. Dalam hal terfangkap ta-
ngan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah
penggeledahan maupun surat ijin ketua pengadilan
negeri setempat.

f.  Penyitaan

Penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan
didasarkan pada pertimbangan adanya laporan polisi,
hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan vang
dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik
pembantu dan hasit penggeledahan. Pejabat yang
berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan
adalah kornandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk
selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan
dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah
mendapat ijin/ijin khusus dari ketua pengadilan ne-
geri. Dalamn keadaan yang sangat pertu dan mendesak,
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"untuk melakukan tmdak pxdana atau untuk mem

~persiapkannya. .
3) ~Benda yang dapergunakan ‘untuk menghaiang
halangi penyelidikan tindak pidana.

) '-;'_meiakukan tindak pidana.

5)  Benda lain yang mempunyai hubungan_tangsung' -

~“dengan tmdak pidana yang dilakukan.

6) ‘Benda yang berada dalam’ 51taan karena perkara_j S

~"perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi - |

7 ketentuan sebagau demaksud pada normor 1 sampax'ji o
5 dl atas SR R

':_ g Pemenksaan

' Pemenksaan merupakan keglatan untuk menda-

patkan keterangan, kejetasan dan keidentikan tersang-
ka/saksi/barang bukti maupun tentang unsur-unsur
tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan
atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam
tindak pidana tersebut menjadi jelas. Dasar hukum
dilakukannya pemeriksaan itu terdapat dalam Pasal 7
ayat (1) KUHAP, Pasal 11, 51, 53, 75, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 132, ayat (1), Pasal 133
KUHAR

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan
adalah penyidik atau penvidik pembantu. Pemeriksaan
ditakukan dengan pertimbangan adanya laporan Polisi,
laporan hasil penvelidikan yang dibuat ofeh petugas
atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, Berita
Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan dan petunjuk dari pe-
nuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tam-
bahan.

Pemeriksaan terhadap tersangka/saksi dimaksud-
kan untuk mendapatkan keterangan yang diperiukan
sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan,
vang dapat dilakukan dengan cara; interview, intero-
gasi, konfirmasi, rekonstruksi, Jelaskan!

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan
meliputi ;

1)  Sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberi-
tahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantu-
an hukum atau dalam perkara terientu sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP wajib

4} Benda yang khusus.dibuat atau dxperuntukkan

R e S e
dilakukan fanpa ijin dari ketua pengadilan negeri,
tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan se-
sudahnya segera melaporkan kepada ketua pengadilan
negeri setempat.

Benda-benda yang dapat disita untuk kepentingan
nenyidikan sebagi barang bukii terdiri dart :

1} Benda atau tagihan tersangka vang selurub atau
sebagian diduga diperoteh dari tindak pidana atau
sebagai hasil dari tindak pidana.

2} Benda vang telah dipergunakan secara langsung

da ok o e ey 2 A alorite e Ros s 1 1 3
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2}  Pada wakiu penyidik-penyidik pembantu sedang
rmelakukan pemeriksaan terhadap tersangka,
penasihat hukum dapat mengikuti jalannya
pemeriksaan dengan cara metihat dan mendengar
pemeriksaan.

3} Kepada tersangka diberitahukan dengan jelas
dalam bahasa yang dimengerti tentang apa vang
dipersangkakan kepadanya.

4) Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah tersangkad
menghendaki didengarnya saksi yang menguniung-
kan {saksi g de charge}, dan iika ada, penyidik/




_msahakan pemeriksaan di

o -datam surat pangg1lan

o 3} ‘Hindarkan konfrontas dan banskztkan rasa sim-

_-_'-.:_pata untuk menumbuhkan: minat membenkan
: .'_.keteranaan yang lebih jelas. . - '

1 4y . Jika dianggap. perlu untuk kepenﬁhgan penyidlk

: '-.'penyidik dapat minta pendapat ahli'atau orang
ahli yang memiliki keahhan khusus yang Eeblh dulu
: _:_dlambﬁ sumpahnya '

" :'Pemerrksaan terhadap ahh d1iaku§<an dengan
ketentuan

1) Jika terdapat penoaduan adanya surat/ tulisan
: pa[su atau dipalsukan atau d]duga palsu penyidik
_ dapat minta keterangan mengenan hal itu dari
orangahli. . L
2)  Keterangan yang daberakan oleh ahli sebagaamana
‘tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau
keterangan tertulis.

3} Penvidik dapat mengajukan permmtaan ketera-
ngan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter dan atau ahli tainnya untuk melakukan pe-
meriksaan korban yang Euka atau keracunan
ataupun mati. .

4) Keterangan yang diberikan oleh ahh kedokieran
kehakiman atau dokter dan ahli lainnya berupa
keterangan ahii (visum et repertum).

Dalam hal diperlukan keterangan dari ahii se-
bagaimana tersebut di atas, sepanjang dalam lingku-
ngan Polri, dilakukan melatui Laboratorium Kririnil
Polri dan Jawatan ldentifikasi.

:.:_-'.;peny;dak untuk menyusun ikhtisar dan kesampula
i '--'_-'__-Sberdasarkan_hasalpenyrdlkansuatu tmdakmdanayang .

: aksanakan. sesua1 erje i be '
dengan tempat dan waktu yang telah d]tetapkan .

-;lengkap terdm dan SampuE berkas perkara Daftar -
. isiberkas perkara, resume, laporan Polisi, Berita Acaraj'-_"'
: -Pemeﬂksaan di Tem;;at Kejadmn Perkara, Surat pem- .
beritahuan dimulainya penyidikan, Berita’ Acara’
: --Pernenksaan Saksi/Ahli, Berita Acara Pemerlksaan_".'
Tersangka, Berita. Acara Penyumpahan Saksi/Ahli,
Surat/ Berita Acara F‘em@n isaan oleh Ahli (antara lain -
hasil pemeriksaan forensic taboratories), Berita acara -

Konfrontasi, -Berita acara Rekonstruksi, Berita acara
Penanokapan ‘Berita acara Penahanan Berita acara
Penangguhan Penahanan, Berita acara Pengalihan jenis
penehanan, Berita acara ?erparajang Penahanan, Berita

acara Pengeiuaran dari Tahanan, Berita acara Peng-

geledahan; Berita acara Penyitaan barang bukta Berita
acara Penyisman Barang Bukti, Berita acara Pengem

balian barang bukii, Berita acara Pembungkusaﬂ dan’

Penyegelan barang ‘buikti, Berita acara Pemeriksaan
surat, Berita acara Penyitaan surat, Berita acara Perna-
sukan Rumah, Berita acara Tindakan-tindakan lain,
Surat Perintah Penahanan 'Surat Perintah Perpanjang

Penahanan, Surat Perintah Penangguhan Penahanan,

Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, Surat
Permohonan Perpanjang Penahanan Surat Perintah

Pengeluaran Tahanan, Surat Panggilan, Surat Perintah

Membawa, Surat ijin/Penggeledahan/Penyitaan dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat, Surat Perintah
Penangkapan, Surat Perintah.

Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Surat
Periniahy Penyitaan, Keterangan Ahbi (Visum ef re-
pertum) Dokumen-dokumen bukti, Daftar Tersangka,
Daftar Saksi, Daftar barang Bukii, Petikan Surat
Putusan Pemidanaan, Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Datam melakukan pemeriksaan tersangka/saksi/
tindakan-tindakan lain, pemeriksaan tersebut harus
dituangkan datam berita acara yang memenuhi persya-
ratan formal dan meterial. Pembuatan Berita Acara
Permeriksaan tersangka dan saksi/ahli didasarkan pada
Pasal 75 KUHAP dan Pasal 102 ayat (3) KUHAP.

h. Penyelesaian dan penyerahan berkas
perkara.
Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
merupakan kegiatan akhir dari pada proses penyidikan
tindak pidana. Hal itu didasarkan pada Pasat 8, 12,107,

keoiatan memberkas 1s1 Berikas Perkara ditakukdn
dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta
penyegelan tertentu. Isi Berkas perkara yang sudah
disusun kemudian diserahkan kepada Penuniut Umum,
berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang
buktinya, yang dilakukan dalam dua tahap:

Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan
Berkas Perkara,

Tahap berikuinya, penyidik menyerahkan tang-
gungjawab atas tersangka dan barang buktinya.




Penchentlan peny:dikan merupakan salah satu .
-.keﬁtatan penyeiesatan perkarayang dilakukan apablla :
' perkara tersebut ternyata tidak terdapat cukup bukti, |
atau peristtwa tersebut bukan: ‘merupakan tindak -
“pidana_atau dihentikan demi ‘hukum. Dalam hal -
penghentian penyu:hkan berkas perkara ‘tidak
--diserahkan kepada: penuntut umum, ‘tetapi penyidik -
. WaJ]b mengarlmkan surat pember:tahuan penghentaan o '
'penyimkan'-' i 21 | . SRR

kukan

Kekerasan yana i:nasa terJad1 datam pemenksaan_
terhadap saksi maupun tersangka untuk pengungkapan_ _

suatu perkara dapat berupa

a. _K@kerasan pisik antara tain’ dapat berupa

1) Dengan tangan kosong seperti pemukulan,
tamparan, menjambak rambut, mencubit
dan lain-tain,

2) Dengan menggunakan alat/pemukul seperti
kayu, penggaris, pensil/pulpen, sapu, kemo-
ceng dan lain-tain.

b. Kekerasan non pisik (psikis}, yang dapat berupa:
penggunakan kata-kata kotor seperti menghujat,
mengejek, mencemoh, memaki-maki,

¢. menhgancam, mengakibatkan perasaan tidak aman
dan kain-lain yang termasuk datam kategori bul-

lying.

Kekerasan-kekerasan tersebut dari hasit pengkaji-
an terhadap dokumen-dokumen/referensi yang ada
menunjukkan sering terjadi pada saat proses penyidik
melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang
diduga kuat metakukan tindak pidana. Juga sering
terjadi pada saat proses pemeriksaan pelaku, saksi
maupun tersangka, dalam rangka pembuatan Berita
Acara Pemeriksaan (BAP).

Upaya-upaya uniuk menghindari, meminimalisir
dan mencegah timbulnya tindakan kekerasan dalam
proses penyidikan dapat dilakukan dengan berbagai
upaya, antara lain :

a. Meningkatkan kemampuan penyidik, batk melalui

Bentuk-bentuk tmdakan k@kerasan yang d:ta- i

Faktor~faktor yang mempengaruht penytdak

Po[rz melakukan tmdak kekerasan

a, Faktormtem T
1) ._Kemampuan penyidik dalam memahami

“peraturan hukum dan perundang undangan

termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan
“petunjuk teknis, khususnya terkait dengan -

‘terhadap tersaﬂgka

. 2) _Pengalaman kerja penyidik yang masah mmzm'_-_
{kurang), sehingga dalam melakukan proses

“penyidikan sering mengatami kendala, dan
harus bertanya kepada penyidik lain yang lebih
senior, atau harus mencart cari buku untulk
referensi.

3) Penempatan personel yang tidak sesuai

dengan kemampuan dan fungsinya, sehingga

motivasi bekerja menjadi berkurang.

4}  Mentalitas penyidik yang kurang memiliki rasa
tanggung jawab terhadap tugas, sebagai
akibat dari rasa malas mengembangkan diri
dan disiplin yang masih kurang, maupun
tingkat keimanan dan ahklak dari penyidik
yang masih kurang.

5} Pimpinanyang arogan, yaitu adanya tekanan
dan tuntutan dari pimpinan yang menghendaki
pengungkapan kasus cepat selesai. Hal ter-
sebut kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik
dengan mengkambing hitamkan orang lain.
Karena penyidik berhubungan dengan saksi
maupun tersangka maka mereka metampias-
kan kekesalan kepada saksi/tersangka dengan
melakukan kekerasan, sesuai dengan teori
frustasi dan agresi.

6)  Tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Me-
nurut Kunparto dalam tulisannya tentang mo-
tivasi, dengan semakin langkanya ketelada-
nan maka penyidik mengalami krisis idola.
Hatl itu berakibat semakin banyak kelakuan
yang menyimpang, karena teladan yang
mereka lihat bukan teladan positif.

7) - Kurangnya pengawasan atas pelaksanaan
tugas penyidikan. Pengawasan tidak dilaksa-

*penerapan pasal- pasal'yang akan diterapkan -

pendidikantokniskepelision (Dildurlugsus.pala
tihan } maupun pendidikan formal yang lebih
tinggt di Perguruan Tinggi { Sl, SN dan seterus-
nvajl

b. Perlu adanya keteladanan dari pimpinan kesatuan,
serta pemberian motivasf kepada penyidik.

c. Keriasama dan koordinasi yang baik antar sesama
anggota penyidik dan pimpinan kesatuan.

d. Perlunya pengawasan yang rutin/intens dan kon-
sisten dari pimpinan.

e, Peningkatan kesejahteraan bagi penyidik dan
keluarganya.

Rakarrsecaraintens-dan pnuurca;\_n ECEtay [
ngawasan melekat kurang dilakukan.

8) Anggaran penyidikan yang masth belum me-
madai.

9)  Hubungan dan komunikast dengan atasan ma-
upun sesama penyidik kurang, sehingga ja-
rang mendapatkan arahan dan petunjuk pe-
laksanaan tugas vang jelas.

. Falior elstern
1} Faktor ekonomi atau kesejahteraan keluarga.
Gaji vang belum cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi rumah




. Kemmpulan dan Sa_ran e’ o

-y

_::::_énak yang masm sekolahi}'
-__';_Faktor keiuarga Kehldupan rumah“tanﬂga:

i menjadl pemlcu penyldak berbuat pe[anuga-.;* L
ran. S
--Adanya kecemburuaﬂ 5051al aﬂtar anggota"* S

- penyidik. - e -

. Faktor. Ungkungan Adanya pencaruh hngku-;

- ngan dimana penyidik bertempat tinggal baik

“dalam perg gaulan/komunikasi, ; polahidupma- -

- upun kOﬂd!Sl so&ai budaya yang tldak sesual.
-Kurang ‘puas terhadap ‘lingkungan tempat-_.

o 'tmegal dan tempat tugas :

. %(esrmpuian :
Teknik/proses penyldlkan harus selalu
~mendasarkan pada prosedur c_ian tidak

_menyimpanc dari ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertaku.

.. Bentuk-bentuk kekerasan yang. dilakukan

: _penwdik polri datam proses pengungkapan

. suatu perkara dapat berupa kekerasan fisik

| dan non fisik (psikis). Umumnya kekerasan

terjadi pada saat/proses penangkapan dan
pemeriksaan pelaku yang dlduga melakukan
tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyldtk
Polri melakukan kekerasan dalam proses
penyidikan ; :

1) Faktor intern

a) Kemampuan penyidik yang memaﬂg
belum memadai, baik dalam hal
penguasaan peraturan perundang-
undangan maupun pengalaman sebagai
penyidik yang masih kurang,

b} Penempatan anggota yang tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikan
maupun keanhlian fungsi yang dimitki.

c) Mentalitas, rasa tanggung jawab dan
tingkat disiplin anggota yang masih

: -_'-;:ﬁérayidmars

n_taxa tam dapat ch{akukan”._’j_:
dengan ; - . x

.~1-.

) "'Memnakatkan kemampuan peny‘id]k-é'::_
' __.;dencan mengikutsertakan ‘anggota
Reskrim/ penyrd;k pendldlkan formal dan;_'j :
“ponformal.: - :
~Perlu adanya. keteiadan dan pemberta _'3-.: :
U motivasi' dari | plmpman
i3y gPerlunya pengawasan. S
-4} - Perlu adanya kerj 3asama dan koordana51;-_-
- .yang 3etas anatar. penyadrk dan dengan
. pimpiman.
"B 'Pemng%{atan kesejahtea aan bag1 peny:d%k-”
dan kel uarganya . » B

L2, Saraﬂ :
Untuk menghmdan/ memmrmahsw dan mencegah
timbulnya tindak kekerasan dalam proses penyldman
dlsarankan agar : ' -

a. Kemampuan dan ketrampilan peayadik harus d1~
tingkatkan khususnya dalam penguasaan pera-
turan perundang-undangan maupun teknis-teknis
penyidikan dengan mengikutsertakan dalam
pendidikan baik formal maupun non formal.

b. Harus ada figur keteladanan/contoh dan pembe-
rian motivasi dari pimpinan.

¢. Harus ada hubungan vang harmonis antara pim-
pinan kesatuan dengan antar sesama penyidik.

d. Dalam penvidikan harus tetap dikedepankan azas
praduga tak bersalah sehingga saksi maupun ter-
sangka tidak takut dalam memberikan kesaksian.

e. Pengawasan harus dilakukan secara rutin/intens
dan profesional.

f.  Perlu dipikirkan kesejahteraan penyidik, hal ini
pertu agar penyidik tidak melakukan pelanggaran.

3. Penutup
Demikian laporan hasil penetitian kepustakaan ini
disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban

Ktrary:

d)  Kurangnya komunikasi dengan pimpinan
dan sesama penyidik sendiri,

e}  Kurangnva pengawasan melekat dari
pimpinan.

fy  Masih kurangnya dukungan anggaran
penyidikarn.

2) Faktor ekstern
a) Faktor ekonomi dan kesejahteraan
keluarga.

THHT PORjE eEmietitian, gengal Harapan dapatdnadiian
sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan terkait,
dalam penentuan kebijakan.

Tim Pokia

1. KBP Drs Johnny Rory (Ketua)
2. AKBP Dra Suci Nuraeni )
3. Kompol Suciptadi

4. Penata Budi Trivanto, 5.50s.






